PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR ¢ TAHUN 200

TENTANG

TATA CARA PENGANGEKATAN PERANGKAT DESA

Menimbang

Menmngat

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

babrwa sebapgai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 (entang Pemenntahan Dagrah dan
Pasal 23 sampat dengan Pasal 26 Keputusan Mentern Dalam
Megert Momor 64 Tahunl99%  tentang Pedoman  Umum
Pengaturan Mengenat Dess, maka dipandang perlu mengambal
langkah-langkah untuk menetapkar  Tata Cara Pengangkatan
Feranghkal Desa;

batwwa berdasarkan perttmbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut a perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang Tata Cam
Pengangkatan Peranzkat Desa;

Undanpg-undanpg Momor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daersh Tingkat 1l dan Kotapraja df Sumatera Selatan (Lembaran
Megara  Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan
Lambaran Megara Nomor 18217,

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban
Dasrab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999
MNomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839%;

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahan 2000 tentang Kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinst Sebagzi Daerah Otonom
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran MNegarn Nomor 3952}

Eepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan Bentuk
Rancangan Usndang-tIndang, Rancanpgan Peraturan Pemerintzh
dan Rancangan Keputusan Presiden {Lembaran Mepara Repubiik
Indonesia Tahun 1599 Momaor 700;

Peraturan Menten Dalam Negen MNomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan  Beberapa  Peraturan  Menter:  Dalam Neger,
Keputusan Menten Dalam Negeri dan Instruksi Menetrnn Dalam
Megeri sebagal peleksanaan Undang-undang Momor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa;

Keputusan Menten Dalam MNegzen Nomor 64 Tabun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenar Diesa;
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

{enetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN PERANGEAT DESA.

BABI
KETEMTLUAN LIMLIM

Pasal 1

Dizlam Peraturan Dacrah mi, yang dimaksud dengan
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Bupat adalah Bupati Muara Enim.

Dess adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewsnangan mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam Sistemn Pemerintzhan Masional yang berada @i Daerah
Kabupaten.

Pemerintah Desa adakah  Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Dusun adalah baplan wilayah Desa vang merupakan lingkungan kera Pemenntaban
Diesa.

Hadan Perwakilan Rakvat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan
Perwakilan vang terdiri atas pemuks-pemuke masvarakat yang ada di Desa yang
berfungsi mengavormi adat istiadat, membust Peratyuran Desa, menampung dan
menyalurken  aspirast  masyarakat  serla melakukan  pengawasan  terhadap
penyulenggearaan pemeriniahan Dasa.

Pemerintahan Desa adalah kegistan Pemerintahan yang dilaksanakan eleh Pemerintab
Dhesa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.

BABL
PERSYARATAN CALON PERANGIAT DESA

Pasas 2

YVang dapat disngkat menjadi Perangkat Desa adalab penduduk Desa Warga Megara
#epublik Indonesia dengan persvaratan sebagal berikut -

.

b

L.

bertzagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943,

tidak pernah terlibat langsung atau tdak langsung dalam kegiatan vang mengkhianati
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTF) atau
berpengetahuan yang sederajat;

berumur sckurang-kurangnya 23 (duspuluh lima} tabun dan setinggi-ungginya &2
rahun;

schat jasmen dan rohant,



herkelakuan baik, jujur dan adil;

lidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak prdana;

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Penpadilan yang mempumai
kekuatan hukum vang tetap;

J- mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa sctempat;

k. bersedia dicalonkan dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa;

| tidak pernah melakukan perbuatan sumbang besar, keeil dan atau sumbang mata,

m. tidak pernah melakukan perbuatan zinal,
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BARIT
PENGANGEATAN PERANGRAT DESA

Pasal 3
Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi budaya
masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaralan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Perangkat Desa ditelapkan dengan Keputusen kepala Desa setelah mendapat persetujuan
Badan Perwakilan Rakvar Desa,

BAB TV
MASA JABRATAN

Pasal 5

Masa jabatan Peranpgkal Desa adalah selama 3 (lima) tahun dan selanjutnya dapat
diangkat kembali sesuai ketentuan vang dimaksud Pasal 4,

BAB Y
TLHGAS DAN KEWAJIBAN PERANGEKAT DESA

Pasal 6
Perangkat Desa terdini dine ¢

d. unsur Seaf, vaity unsur pelavanan sepert Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha:

b, unsur Pelaksena, yaitu unsur pelaksena teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani
Desa dan Ultusan Keamanan,

¢ unsur Wilaysh, yaiw unsur pembentu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperu
Kepala Dusun, yang jumlah dan scbutannva sesuar kebutuhan dan kendisi sosial
budaya masyarakal selempat.



Pasal 7

{1) Perangkat Desa mempunyai lugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tupas dan kewajibannya.

{2) Dalam pelaksanasn tugas sebapaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa
bertangoungjawab kepada Kepala Desa,

BAR VI
NETBRALITASE DAN LARANGAN PERANGERAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memibak pada suatu golongan
apapun, erangkat Desa harus bertindak netral

Pasal 9@

Perangkat desa dilarang melakukan perbustan yang bementanpan dengan keteotuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataw norma yvang hidup dan berkembang
dualam masvarakat Desa.

BAL VII
FEMBERHENTIAN PERANGERAT DESA

Pasgal 10

Perangkar Dwsa diberhentikan oleh Kepals Desa atas persetujuan Badan Perwakilan
Hakyat Desa (BPRI?) karena ;

menmpeal dunia;

mengajukan permintaan sendin,

tidak lagi memenuhi svarat dan atau melangear sumpiahdangi;

berzkhir masa jabatan;

melakukan perbuatan vang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangsn yang berlaky dap ataw nomma yang hidup dan berkembang  dalam
masvarakat Desa schamzimana dimaksud dadum Dasal &
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUF

Pusal 11

(1) Pada saat berlakunya Peratwran Dazerah i, maka semua  ketentvan  yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah it dinyatakan tidak berlaku.

(21 Hal-hal yang belum distue di dalam Peratwran Daerah ind, akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupatl sepanjang mengena pelaksanaannya



Pasal 12
Peraturan Dacrah ini mulan berlakue pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahwnya, memerintabkan pengundangan Peraturan Dacrah
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Emim

Mtctapkan di Muara Emim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD 50FTAN EFFENDIE

Divndangkan di Muara Emm
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN

ERMAN ROBAIN S1ROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR. 46



